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TENTANG

MEKANISIME PENACIHAIY PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAMAN
DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALURU TENGAL,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketermiusn dalam Pasal 13
dan Pasal 14, Peraturan Daergh Kabupaien Maluky Tengah
Fomor 24 Tahun 2013 centang Pajak Bumi dan Banguan
Perdesean dan Perkotaan, unluk memberikan kepastian hukum
dan meningkatkan pelazanan kepada Waib Pajale

bahwa dalam renmgka mendukung percepaian  rencana
penerimaan  Pajek  Bumi  dan Bangunun  Perdesasn  den
Perkotaan serta meminimalisic piutang pajak, maka perlu diatur
mekanisme  penagihan piutang Pa@k Bun  dan Bangunen
Perdesaan dan Perkotaam,

behwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padsa
hurufa den hurufb, maka pertlu menetapkan Peraturan Bupar
Maluku Tengah tentang Mekanisme Peragihan Pajole Bumi dan
Bangunan Perdezaan dan Perko taan

Undang--Undang Nomor €0 Tzhun 1958 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentakan Dagrah Daerah Swatanon  Tingkat I dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku {Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomer 80, Tambahan Lemharan Negara
Nomor 16435);

Undang-Undang Nom ar 6 Tahun 1983 tentang Ketertuan Umum
dan Tata Cara Ferpajakan (Lembapa Negara Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 3262), sebagaimana telah’ diubah beberapa kall rerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
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tentang Perubahan Keiiga Undang-Undang Nomor & Tahun 1023
tentang Ketentuan Umum cdan Tam Carg Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4740); .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Papak
Dengan Surat Paksa {Lembsran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomar 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1%
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan  Surat Paksa
(bembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara MNomor 3087}

Undang-Undang Nomor 14 Tahun . 2002 tenlang  Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4]89):

Undang-Undang Nomoer 28 Tzhun 2009 Lertang Pajak Daerah
dan  Retribusi Daerah  {Lembaran Negara Taghun 2004
Nomeor 130, Tambahen Lembaran Negara Nomor 5049):
Undang-Undang Nomer 12 Tahun 20N tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-undan gar: (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 mahun 2014 tentang Pemerinishen
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), schagaimanm tclakh diubah
. beberapa  kali terakhir dengan Undang-Uncang Nomer 9
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Alas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tahun 2014 tenlang  Pemerintahan
Dacrah {Lembaran Negara Tshun 2015 Nemor 28, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3679

Peraturan Pemeriniah Nemer 90 Tahun 2010 rentang Jonis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penctapan Kepala
Dacrak atau Dibayar Sendii Olch Wajib Pajaik (Loem barapn Negara
Tahun 2010  Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5179); |

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Unium dan Tata Cara Pemungutan Pajyak Dacrah (Lerbaran
Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 22Q50);
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1. Peraturan Pemerintah Nomos 35 Tahun 2017 lentang Perubahan
Kedua Atas Peratwian  Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2015
lentang  ‘Tata Cara  Penghapusan Piulang  Negara/Daerah
(Lembaran  Negarz Tahun 2017 Nomer 201, Tambahan
Lembaran Negara Nomor §119);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B3 Tahin 2015 tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Deerab  (Berita Negara
Momor 2030);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mauku Tengah Nomor 24
Tahun 2012 tentang Pajk Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

13, Pergluran  Dagrah - Kabupaten Maiuku Tengah Nomer 4
Tahun 2016 (entang Pembeniukan dan Susunan Perangkat
Pacrah Kakbupaten sluku  Tengah  (Lembaran  Daeraly
Kabupaten Maluku Tengah Normor 183 Tahun 2016);

14 Peraturan Bupati Maluku Tengah Mamor 20 Tahun 2017 tentang

Penjabarm Tugos Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Deerah
Kabupaten Maluku Tengah;

MEIVUTUSKAN:

Mengrapkan . PERATURAN KUPATI MALUKU TENOGAH TENTANG MEKANISME

PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUM! DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN PAJAK BUMI PERDESAAN DAM PERKOTAAN.

Bag!
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dakarn Peratcran Bupat ni yang dimaksud cengan :

L}
h

2.

Dacrah adalah Kabupaten Maliku Tengah

Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerahyang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kowenangan dacrah owenom,

Kepala Daerah adalah Bupati Malukﬁ fengal .

Badan Pendapatan Daerzh adalah Badan Peondapatan Daerah  Kabupaten
Majuku Tergah  vang diberikan kewenangan mengeloia Pajak Bumi  dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotzan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Fabu patén Maluku Tengah vang memililkl kgwenangas mengelola Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkojaan.
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Pejabat adalah pegawal yang diberi lugas terientu di bidang perpajakan daersh
sesual dengan Peraturan Perundangundangan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Pajk Bumi dan Bangunan
Perdesamn dan Perkotaan,

Pajak Daerah yang sclanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajb kepada
Dacrah yang terutang olsh orang pribadi atau badan yang bersifat memalksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan iribalan secara
langsung dan  digunakan unruk keperluan  daerah  bag sebesar-besarnya
kemakmuran rakyar,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
bark yang melakukan usaha rmaupun yang tidak melakukan usuha yang meliplci
Persercan Terbatas, Persercan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Megara (BUMN), atgu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
delar, bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perseckutuan,
perkumpulan, yayesan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
orgarisasi lainnya, lermbaga dan bentuk badan lainnya lermasuk kontrak
INvestasi kolektif dan bentuk usahg letap.

Pajak Buami dan Bangunan Perdessan dam Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, danjatau dimanfaatkan oleh orang
pribad: atau Badan, kecusali kawasan yang digunakan uniuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah den perairan pedelaman
seTla laul wilayah Kabupaten Karawang.

Bangunan adelah konstruksi reknik yang ditanam awau dilkatkan secars totap
pada tamah dan/atau perairan pedalaman dan jatau laut.

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya discbut SISMIOP
adalah Sistem yané termntegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan sub ek
pajak bumi dan bangunan perdesaan chn perkotaan dengan bantuan komputer,
scpk dari pengumpulan data {melalui pendafllaran, pendataan dan penilaian),
pemberian  identtas objek pajak  {Nomor Objek  Pajakl, perckaman data,
remeliharaan basis data, pencetakan hasii keluaran (berupa SPPT, STTS, DHEKP,
cdarn sebagainya), pemantauan penerimaan dan pclaksanaan penagihan pajak,
sampal dengan pelayanan kepada wa)ib pajai.

MNilai Jual Gbyck. Pajak yang selanjuma  disingkat MNJOP, adalah harga rata-rata
yearg dipéroleh dari transaksi jual bali yany terjadi sccara wajai, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melali perbandingan harga

dengan obyek lain yang selenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP penggant.
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Klasifikasi adalah pengelompoican nilai jual Bury atau nilai jual Bangunan yang
digunakan sebagal pedoman penetapan NJOP Burmi dan NJOP Bangunan,
Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesasn dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau badan yang secara riyata mermpunyal suaty hak atas Bumi dan/alau
memperoleh  manfaat - atas Bumi, dan/atau memihiki, menguasai, dan/atau
mzmperoleh manfaat atas Bangunan.

Wayib Pajak Bumi-dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
atau badan Yang sccara nyala micmpunyas sualtu hak atas Buml danjfatau
memperoleh manfaat atas Bumi dan/atan memiliki,  menguasal, danfatau
menperdleh marfaat atas Bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka walkiu 1 (satu] tahun kalender.

Pajk yang terutang adalah pajak yang harus dibgyar datam Tahun Pajak, sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang. undangan Perpajakan Dagrah.
Pemungutan adalah ‘suatu rangkaian kegiatan mwlai dan penghimpunan data
obyek dan subyek pajuk, penentuan besarnys pajak yang Llemitang sampai
kegislun penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya:

Petugas Permungut adalsh petugas yang ditbinjuk untuk memungut PBB B2 dan
menyctorkannya ke Tempal Pembayaren.

Ternpat Pembayaran yang selanjuinya disingker TP adalah Bank Urnum vang
ditunjuk  oleh  Bupali untuk menerima  pambayaran  PEB P2 dan
memindahbukukdn ke Bank Persepsi,

Rank Perseps! adalal Bank Umum yang diunjuk  oleh Bupali untuk menerima
pemindahbukuan hasil pensrimean FPBR F2 dari TP dan melimpehkan hasil
puncrimaan PBB FR ke Kas Dacrah,

Surat Pemveritahuan Obyek Papk, yang sclanjutnya disingkac SPOP, adalah
surat veng digunakan oleh Wajib Pajak untuk melgporkan data subyek dan
obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkolagn sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Papk Daerah yang selanjulnya disingkat SSPD adalah suatu bukt
pembaysaran atau penyetoran pajak yang tclah dilakukan dengan menggunakan
fermulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat
rembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajk Dacrah yang selanjuinya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnys jumlah pokok pajak yang terutang.
Surat Keputusan Pernberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan
Ferdesaan dan Perkotaan yang selanjatnya discbul SKPIE PBB P2 adalah surat
keputusan yang menentukan besamya jumlah permberian imbalan bunga Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan kepada Wajib
Papak,
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Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut SPMIB PBB P2 adalah surat perintah
yarg dilerbitkan oleh Kepala DPFKAD untuk membayar imbalan bunga Pajak
Bumi dar Bangunan Perdesazn dan Perkotaan,

Surat Tagihan Pajak Daerah Papk Bum' dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, vyang selanjutnya disingkat STPD PBB PEI adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak PER P2 danfataw sanksi admiinistrasi berupa bunga
danfatau denda.

Sural  Reputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, danjatau kekekelirwan dalam penerapan
ketentnan  tertentu dalim Peraturan Perundang-undangan perpajakan daesrah
yang terdapat dalam - Surar Pemberilahaan Pajak Jerutang PEE P2, Surat
Ketelapan Pajak Daerah PBB P2, Surat Tagihan Pajak Daerah PBB P2, Sural
Keputusan Pembetulan, atau Surar Keputusan Keberatan PRE P2

Sural Keputugen Keberatan adalah sural keputusan atas keberalan terhadap
Sural Pemberitahuan Pajuk Terutang, Sural Keletapan Pajgk Dasrah Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang cliajukan oleh Wajih Pajak.

Sural Perintah Membayar Kelebjhan Pembayaran Pajak Bumi  dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selamjutnys disebul SPMKP PSS P2 adaiah surat
pPerintal yang citerbitkan oleh Kepala DIPPKAD untuk membayar kelebihan
pembayeran Pajak Bumi dan Bangunan Perdegaan dan Perkotaan.

Nomor Obyek Pajak yang selanjuinya discbut NOP adalalh .pjomor identifikusi
Obyek Pajak Bumi daun Bangunan Pordessan dan Perkowaan yang mempunyai
karakreristik unik, permanen dén standar dengan satuan blok dalam  saro
wildayah administrasi pemerintahan desajkelurahan  yang  beraku  secara
nésional.

Pegbat Penagihan Pajak Daerah adalah pejgbat vang berwenang mengangkat ‘dan
memberhentikan  Juru  Sita Pajak, menechitkan Sural Permiah Penagihan
Sekettka dan Bekaligus, Surat Paksa, Sural Pernntabh Melaksanakan Penyitaan,
Surat  Pencabutan Sita, Pengundangan Lelang, Pembatalen  Lelang, Socat
Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagthan pajak
daeralh sehubungan dengan Pernanggung Pamk tidak melunasi sebagian atau
scluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Surai Pemberitahuan Pajak Terutang yang sclanjutnya cisebul 3PFT adalah surat
vang digunakan oleh Pemerintah  Kabupaten Maluku  Tengah untuk
mcmbentahukan besarmya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang terutang kepada Wajb Pajak
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Penagihan Pajek adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi
wtang papk dan biaya penagihan pajak dengan menegur alay memperingatkan,
mielaksanakan Penagihan seketka dan sekalgus, memberitahukan surat paksa,
nengusulkan pencegahan, melaksanakan penyraan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan  Seketika dan Sekahgits adalah  tindakan penagihan pajak  yang
dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung  pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembavaran yang melpun’ szluruh utang pajak dari semua
Jerus pajak, masa pajak, dan tabun pajak.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang
diterbitkan oleh pejabat untuk menesgur atau memperingatkan kepada Walb
Pajak untuk mclunasi utang pajaknya.

Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biayz penagihan
pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana lndakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pembeortahuan Surar Paksa, penyitaan dan
PENYANGEraan. '

Banding adalah banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 temtang Ketentuan Umum den Talacara Perpajakan ssbagaimeana
divibah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Takun 2009

Putusan Banding adalah purusan badan peradilan pajak ates banding terhadap
Surat Kepurusan Keberatan yang diajukan oleh Wa )l Pajak.

Surat uraian banding awu disingkat SUB adalan Surat Bupati yang berisi
Jawaban atas alasan banding yang diajukan olcl Penishon Banding.

Peninjauan Kernbali adalah pembatalan iketelapan pajak yang tidak benér yvang
efah diajukan banding yang isi putusannya ddak dapat diterima

Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan menghimpun  dan mr:.nglcnlah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara aobyekul dan prof=ssional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan unluk menguji Kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah untuk tljuas lamy dalam rangks melaksanakan
ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Penyidikan  tindak  pidana di bidang perpajakan dagrah adaiah scrangkaian
rndakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana & bidang perpajakan

caerah yang terjadi serta menermukan tcrsangkanya,
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Tempat Pembayarar Pajk Bumi dan Bangunan Perdesaan ¢an Perkotaan adalah
Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau
tempat pembavaran lain yang ditunjuk Bupati untuk mererima pembayaran
atau penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib
Pajak dan memindankan saldo penetimaan Pajak Bum dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan ke Kas Daerah Kabuparen Maluku ‘fengah,

BAB 1
MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGU NAN
-PERDESAAN DaN PERKOTAAN
Pasal 2
Sistern dan Prosedur Pengpgihan Pajak Bumi ¢an Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dijatankan ketika Wajb Pajak terlambat membavar PBB.P2 dan/atau
mernbayar dengan jumlah yang kurang,
Dasar Penagihan piulang Pajak Bumi dam Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalab
a. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang (8PPT)
b. Surat Ketetapean Pajak Dacrah (SKPD)
¢ Surat Taghan Pajak Daerah [ STPD)

Dalam menjelankan prosedur schagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Rekonsiliae! dan Verifikasi data piutang

b. Penerbitan Surat Teguran
¢. Penerbitan Surat Paksa
d. Sural Perintah ‘Melaksanakan Penyitaan

BAB I
REKONSILIASI DAN VERIFIKASI DATA FIUTANG

: Pasal 3
Maksud Rekonsiliasi dan wverifikasi Data Penagihan Puawang PEB-P2 adalah
untuk memutakhirkan Banls Data Piutang pada SISMIOP PERP2 dengan data
y&ng sebenarnya disesuaikan dengan pekembangan yang ada.
Tujuan Rekonsiliasi  Data Fenapikhan Purang PBB-P2 adalan  untuk
mendapatkan data ketetapan, realisasi penerimaan dan piutang PBB-P2 yang
alurat sebagail pendukung:
4. data aplikasi SISMIOCP PBB-P2: dan
b data penyusunan Laporan Keuangan FPertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggaran dan Belanja Daerah,
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Pasal 4
Faang Lingkup

Ruang lingkup Kekonsiliasi data Penaglhan PMiutang  PBB-PZ,  adalah

relconsiliasi data piutang PBE.P2 baik dari sebelum  p2ngalihan ke daerah

maupun setelah pengalihan ke daerah Pajsk Bumi Dan Bangunar Perdesaan Dan

Ferkotaan,

Rekonsihasl data piutang PBE-P2 sebclum diserahkan ke dacrah maupun setelah

di serahlan ke daerahs ebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima

Sural Kepulusan Menten Keuangan, Dats Piutang PBB-PZ2, dan Asel Sitaan

Nemer: BAG/WPRJ 18/KP.OL/2014, vang ielabh diserahkan kepada Femerintah

Kabupaten Maluku Tengah vaibu-

a. rckonsibiasi data besarnya piatang PBB-P2 yvapg kadaluwarsa, yakni PBB F2
masik  dikeloa olsh Kartor Pelayanan Pajk Pratama [Pemerintah Pusag)
sampal dengan diserahkan ke Dacral;

b, rekonsiliasi data besarnya piutang yang discrahkan oleh KPP Pratama ke
Kabupaten Maluku Tengah mulal tahun 2014 sampai dengan tahun 2017; dan

c. rekonsiliaal data besarnya realisasi pembayeran piutang PEBR-P2 tshun 2003
sampai tahun 2012 yang dibayar dalam bulan Desember 2013 dan tahun
2014,

Rekonsiliasi data Pepaginan Piutang PBB-P2, dilaksanakan melalui tahapan

peker jaan yang meliputl

a  CEvaluasi data adminisirasi  kanior, pemiiahan  piwang  PBB.F2 per

kecamatan/ neger/nsgeri adminisiratils

b Verlikasi data keretapan dan realisas) penérimaarn ;dan

€. Validasi besarnya tunggaken.

{3) Hasil validasi besarnj}a tunggakan scbagaimana dimaksud pada ayat{(3)] hurufl ¢,

digunakan seﬁagai data pendukung pelaksangan proses penghapusan  data
pllitang PBB-P2 yang |
' ' Pasal 5

Tim Pelaksans

{1} Tim Pelaksana Rekonsgiiiasi Data Penagihan Flutang FPBB-PZ yaitu

4. Badan Pendapatan Daerah;
b. Inspektcrat;

C. Bapplitb&ngia.

d. KPPPratama Ambon ¢ dan
¢. BRl Cabang Maschi

Tim sebagaimana dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah.
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Pasal &
Mekanisme Pelaksanaan

Mekamsme  kegiatan rekonsiliasi  dala  penagihan  piutang  pajak sebelum

pendaerahan (mulai tahun 2003 sampal tahun 2013 ) dan setelah pendaerahan,

sebzgal berikur

a. ORI Cabang Maschi menyiapkan
V) softeopy data pembavaran PBB-PZ: dan
Y dalarn hal tercapat data pembayaran yanp dilaksanakan pasca jatuh termpo,

maka dilengkapi dengan data jumlah wunggakan pengenaan sanksi denda
administras/ keterlambatan pembayaran;

b, Badan Pendapalan Daerah menylapkan dats administras)  yang berhubungan
dengan: "

1} realisasi penerimaan per 31Desember .2013; dan |
2] dala Leporan Realisasi penérimaan PEBBP.2 per 31Desember | per-Kecamatan
dan Dega;

¢ berdasarkan data dari Bank BRI CABANG MASOH! dan dalz  wdministrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huru! b, Badan Pendapatan Daerah
nicngevaluas: besarnya Retetapan dan realivast penedm.aan PBB-P2:

d. menindeklanjuti  hasil evaluasi data keletapan dan realisasi  penerimaan
schagaimans dimaksud dalam Rurub ¢, Badan Pengapatan Daerah
melaksanakan flagging {melunaskan) dawa weid pajak PBBE-P2 pada server basis
cdata pembayaran;

¢ Tim Pelaksana Rekonsiliasi Dale Penagihan Piutang PBB-P2 menyampalkan
Berta Acara hasil rekonsitiasi data Penaghan Piutang PBB-P2 kepada Badan
Pendapatan Daerah sebagal data dalam pelaksanuan penagihan,

Pasal 7

Relkonsilisasi Dalta Penagihan Realsasi Piutang PEB-F2 scbelum pengalihan ke

dacrah  mehputi tahun 2002 sampai dengan 2013 yang dibayar setelah

pengalihan ke daerah PBB -P2, maka:

i, BRI Cabang Maschu menyiapkan data pembayaran PEB-P2 per Walb Paak den
diserahkan xepada Badan Pend apalan Deacmbs,

b, Bacdan Pendapatan Daerah metaksanakan inegrasi data pembayoran PBB-P2 per
wajlb pajak kedalam Basis Data SISMIQP PEE-P2 schingga data Wapb Papk yang
Sudah_ membayar dapat dilunaskan;

€. Pembahasan dan penandatanganan Bﬁrita'ﬁtc_ara hasil rekansiliasi data Penagihan

piuiang PBB-P2 yang didacrahk.an yang dibayar dalam tahun 2014, dan
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d. Tim Pelaksana Rekonsinasi Data  Penagihan Piutang PBE-P2 menyampaikan
Berta Acara hasil rekonsiliasi data  Pensagihan phatang  pajak  sebaga imana

dimaksud dalarn  hural ¢ kepada Badan Pendapatan Daerah scbagai data
dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 8
Pelaporan Hasill Rekonsiliasi
Tin Pelaksana Rekonsiliasi Data Penaglhan Putang PBBE-P2 menvampatkan hasil
Lapnan Rekonsihiasi Data Penagihan Pawtang PBB.-P2 kepada Kepala Daerah.
BAE 11
MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

Bagian Pertama
Peanagiban Piwang Pajak Bumj dan Bangunan Ferdesaan dan Perkotagn
Sebelum Pengalihan k¢ Daerah
Pasal 2 .

(L} Data Penagihan Piutang PBB-P2 ve:ugEimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d,
dijadikan dasar untuk dilakuken penagihan.

(@] Dalam ha! penagihan piutatg PBB-P2 terdapat wajib pejak yang sudah
membayar dan weajib pajak dapat memberikan bukti pelunasan PBB-P2nya maka
data tersebut dicatal uniuk dilakukan validas! ulang pada SISMIQP

(31 Dalam hal Wajib Pajak sudah melunasi PRBR-P2 nya, namun tidak dapart
menunjukkan bukti pembayaran, maka Wajib Fajak membuat sural pernya taan
rang diketahui oleh Kepala Pemerintah Neger selengal,

(4 Dalum hal penagihan piutang Wajib Pajak widak diketahul keberadaannya selama,
heberapa tabhun Inamun obyelk pajaknya ada make di buat Berita Acara yang
ditandatangai oleh Kepala Pemerintall Negeri/Negeri Adminisiratil  dan Petuges
Koordinator Badar Pendapatan Daerah di xuvcamatd n dengan dikelahul Camal,

{2] Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3} dimasukkan dalam daftar
Fiutang Pajk pasif,

) Daltar Wajb Pajak yang pasif selama kurun wakiu 5 {lima) ahun teras-menerus
Weib Pajak tidak membayar Pajak, akan di masukkan dalam katagort plutang
lidak fertagih dan dicsulkan untuk dihapuskan.

| Bagian Kedua
Fenagihan Plutang Sesudah Pengalinan ke Daerah
Pasal 10

(ty  Penagihan Piutang PBB.P2 sesudah pengalihan ke dacrah dapat dikelompolkkan
men jadi:

a. Penagihan Pasif
b. Pcnagihan Akl
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{4 Penagihan pasif sebagaimana dimaksud pade ayat {1) huruf a,  dilakukan
melalui ;
. surat Tag'ihan Pajak,

o
b. surat Ketetapan Pajak Kurzng Bavar,

)

surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambshan,
i, surat Kepurusan Kebermatan,
e surai Keputusan Pembetulan,
[ putusan Banding serta
2. putusan Peninjauan <embali
(3] Peragihan Aktifl sebapaimana dimaksud pada ayat (1} huru! b merupakan
kelanjutan penagihan pasif,
(4} Penagihan aktil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diiakukan melalui
beberapa nhapan antara lain ;
& surat Teguran
b. penagihan Pajak Scketrka Sekaligus
¢, sural Paksa

d. surat Perinteh Meiaksanakan Fcnyitaém.

Pasal 11
Dalain  rangke peaksanaan pensgihan Pai'_]alr-:._ Kepala Deergh menunjuk  dan
melimpahkan Kkewenangan penagihan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah,
selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala Bideng veang

melaksanakan Penagihan pajgk PBB P2 sebagai Pejabal untuk melaksanakan
Penagihan Pajak PBB P2

Pasal 12
Pejabat yang ditunjuk oleh Dupati sebagaumnana dinaksud dalgm Pasal 11 berwenang
untux mengangkat dan memberhenttkan Jurusits Pajak Dacrah  sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 13

(11 Penagihan pasil  sebagaimanz dimaksud  dalam  Pasal 10 ayat (2],
dilakukandengan terlebih dahulu menerbitkan Surar Tagihan Pajuk Dacrah oleh
#ejnbat

(2} Pajak Yang Terutang dalamm STPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditambah denda admnistrasi sebesar 2% [dua per seratus} per bulan dalam
langka wakiu paling lama 24 {dua puluh cmpat) bulan diitung sciak saat jatuh
lempo SPPT atau SKPD sampai dengan lanpgpal pembayarars dan bagian dan
bulan dihitung penub 1 (satu) bulan.
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{2)
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Pasal 14

Penapihan aktilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (3], diawali dengan
penerbitan Surat Teguran oleh Pejabal alau Kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat,
setelah 7 [tujuh) har sejak saat jawuh tempo permbayaran.

Surat Teguran secbagaimana dimaksud pada ayal (1) Udak diterbitkan terhadap
penanggung pajpk yvang felah cdiserujui untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Pajak,

Apabla jumlah Utang Pajek yang masih harus dibavar ldak dilunasi cleh

penanggung pajak setelah lewat 21 [dua puluh sarw) har sejak diterbitkannya

Surat Teguran, Pejabar segera menerbikan Sarag Paksa,

Apabila jumlah Utang Pajake yang masih harus dibayarn idak dilunasi oleh

penanggung papk sclelah lewar 2 (dua) kak 24 dua puluh empat) jam sejak

Burat Paksa dibentahukan kepadanyen, Pejabal segera menerbitkan  syrat

perntah melaksanakan penyitaan.

Apablla Utang Pajek dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi cleh penanggung pajak setclah lewat wakiu 14 (empat belas) hari sejak

tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabal segera melaksanakan psngumuman
lelang.

Apabila Utang Pajak dan biaya penagihen Pajpk yeng masih harus dibavar tidak

dilunasi oleh penanggung pajak sctclah tewal wakiu 14 (empal bdas) hari sejak

lenggal pengumuman lelang, Pejabat segera melakukan penjuslan barang sitaan

PEORNgEUNE pajak,

Pasal 13
Mekanisme Pelaksanaan Pemagihan dengan Surat Paksg
dann Pelaksanwan Pensgihan' Seketiku dan Sekaliguy

Juruata  Pajak  mclaksanakan  Penagihun Scktlili:a dann  Sekaligus  tanpa

menudnggd  tanggal  jBllh tempd  pembayaran  berdasarkar  Surat  Ferintah

F'-:mag.lhan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat, dalam hal:

&  penanggung pajak akan meninggalkar negara Indonesia untuk selama-
lamanya atac berrat untuk iku;

b, penanggung pajak mermndahtangankan barang vang dimiliki dangatau
dikvasai dalam rangka menghenukan aiau mengocikan kegiatan usaha
atau: pekerjaan yang dilakukan di Dacrah;,

C. adanlyaj.ndikasi bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan
usghanya, atau menggabungkan usahanya, atauw memekarkan usahanya,
atau memmindahtangankan perusahaan vang dimiliki atau dikuasainya, atau

melakukan perubahan bentuk lainnya;
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{
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d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negars,

¢, terjadl penyltaan atas barang penanggung pajek oleh pihak ketiga, atau
adanya indikasi Kepailitan,

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitcan oleh Pejabat;

a.  sebelum jatuh tempe permbayaran

b. tanpa didahulul Surat Teguran;

c.  sebelum jangka waktu 21 [duapuluh satu) har, sepk Surat Teguran
diterbitkan; atau

¢ sebelum penerbitan Surat Paksa.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligiis paling kurang memuét:
nama Wajlb Pajak, danfatau Penangpunp Pajak;

b, besarnve utang Pajalk;

& perintah uniuk membayar: dan

tl.  saat pelunasan Pglak.

Boentuk Surat Periniab Penagihan Scketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

Pasal 16

Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalem Pasel 13 aya, (3] hural d diterbitkan

dalam hal:

&, Penanggung. pam@k bdak melunasi  Llang  Pajak dan  kepadanya  relah
diterbitkan Surat Teguram atau Surm Peringatan alau surat lain yang
S¢1Enis,

b lerhadap penanggung pajak (elah diaksanakan Penagihan Seketika dan
Sekaligus; atau '

¢ penanggung pajgk tdak memenuhi Ketentuan  sebagaimana  ditetapkan
talarr keputusan persetujuan angsurd: alau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyalaan penyerahan

salinan Surat Paksa kepada penangpung pajak.

Pemberitahuan Sural Paksda sebagaimana dimaksud pada ayai (2), dituangkan

dalam Berita Acara Poemberitahuan Sural Fuksa.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberilabhukan oleh Jurusia Pajak kepada:

a2, penanggung pogak ditempatr tingegal lempol uwsaha gtan empat latn yang
memungkinkan;

b, orang dewasa yang bertempat tingeal bersama  ataupun yang bekerja
ditempat usaha penanggung pajak, jka penanggung  papk  yang
Lersanghkutan tidak dapat dijumpa, -

¢. saah seorang ahli waris, atau pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta
peninggalannya, jika Wajb Pajgk telah meninggal dumia dan harta warisan

{ekah dibaglatau
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d. para ahll wans, jika Wajb Pa)ak telah meninggal dunia dan harta warisan
belure. dibag:.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan olch Jurusita Pajak kepada:

@ pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penhanggung jawab, pemilik
modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, ditempat
tnggal mereka mauvpun ditempat lam yang menmangkinkan; acau

. pegawal {efap ditempat kedudukan alau 1empat usahea Badan yang
bBersangkuatan, dalam hal Juru Siea Pajak tdak dapai menjumpai salah
seorang scbagaimiana dinaksud pada hurub a,

Berita Acara Pemberitahuan 3urat Paksa sebapaimana dimassud pada ayat {3,

paling Kurang memuat: -

a. hari dan tanggal pemberitahuan Sural Paksa;

. oamd Jurusita Pajak;

C. nama yang menerima; dah '

d.  tempat pemberitahuan Surar Paksa.

Bentuk Sura: Paksa stbugaimana dimaksud pada ayat (5, dan bentuk Berita

Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimeksud pada ayat (8

\ercanturn delam Lampiran Il yang meérapakan bagian tdaek terpisahkan dari

Peraturan Bupsall ink

Pasal 7

Delam hal Walib Pajak dinyatakan paifit, Surat Paksa diberitahukan kepada

lKuralor, Hakim Pengawas, atan Balai Hara Peainggalan.

Dalarn lal Wajib Pajak dinyatakan bubar aiau dalam hkuidasi, Surat Paksa

cdiberitahulcan  kepada orang atau Baduan yang dibebarn untuk  melakukan

pemberesan al@u likuidator. ) '

Dalam hal Wajb Pajak menunjuk seorang Kuasa dengan surat kuasa khusus

untuk  menjalankan hak dan kewajiban  perpajukan, Surat Paksa dapat

diberitahukan kepada penecrima kuasa dimaksud,

Pasa. 18

Jilta pemberitahuan Surat Paksa sebagamana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (D),
cdan ayat [3)tidak dapat dilaksanzkan, maka Sural Paksa disanipaikan melala
Jajaran Pemerintah Daerah setempal,

Dalam hal Wajib Pajak atau penanggung payak tidak diketahui tempat tinggalnya,
ternpat  wsaha, atau  rempat  Kedudukanh ya,  petnyaimpalan surat Paksa
cilaksanakan dengan rcara:

a.  mencmpelkan Surat Paksa pada papan pengunciangan kantor Pejabat yang

menerbitkannya;

b mengumumkan melalui media massa,
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Pasal 19
Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan o lug; wilayah Dacrah, Pejabat dapat
meminta  bantuan kepada Pelabal yang wilayah kerjanya meliputi tempat
pelaksanaan Surat Paksa.
Fejabal yang diminta bantuan sebagmmana dimaksud pada ayat (1), dapat
metr: beritalhiukan  tindakan yang telah diluksanakannya kepada Pelabat yang
reminta tantuan,
Dalam hal penanggung paja< atau pihak sebagaimang dimaksud dalam Pasal 16
ayat {4 can ayat (Spmenolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak
meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa
penanggung pajak tidak man menerima Surar Paksa, dan Sural Paksa dianggap
telah diberitahukan,

Fasai 20 .
Dalam hal terjadi keadaan di lwar kekuasasn Pejabat ateu sebab Jain, Surat
i"aksa pengganl dapat diterbitkan oleh Pejabal karena )abotan,
Surat Paksa penggant schagamana dimaksud pada ayal (lmempunyai
kekuatan eksekutoria! dan kedudukan hukum yang sama dengan Sural Peksa.

Pasal 2
Penanggung pajk depac mengajukan permohonan pembelulan atau penggantian
Kepada Pejabat terhadap Surat Teguran, aau Surat Peringatan, alau sural lain
yarg sejenie, dan Surat Paksa yang dalain penerbitannya lerdapac kesalahan
atau kekeliruan.
Peyabat dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh) hari eejak tanggal diterima
permohonan sebagaimana dimaksud pade ayal (1), harus member keputusan
atas permohonan yang diajukan. .
Apabila dalam jangka waktu Sﬂ:baga‘nman'a dimaksud pada avat {2}, Pejabat tidak
membertkan keputusan, permohonan penangpung pajak dianggay dikabulkan
dan penagihan ditunda untuk Seitientara walkctu .
Pejabal karena }ahaéan dapar membetulkan Surar Teguran atau Surat Peringatan
alau surat lain yang selenis, surat perinialy peragihan secketika dan sckaligus
serta Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan aau kekeliruan.
Tindalkan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau
kekeliruan dibetulkan nleh Pejabat. |
Pasal 22
Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajuk dilaksanakan oleh Jurusita
Pajax verdasarkan surat perintah melaksanakan penvitaan.
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Penyitaan dilaksanakan apabila Utang Pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2
(dua] kali 24 (dua puluh empat} jarn sepk tanggal Surat Paksa diberitahukan
kepada penanggung pajak.
Fenyitaan dilaksanakan dengan mendahutukan barang bergerak, narmun dalam
kKeadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak
bergerak. |
Pasal 23
Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita  Pajak dengan disaksikan paling kurang
vlen:
a.  2[dua) orang yang telah dewasa;
b, Warga Negara [ndonesia;
¢ dikenal cleh Jurusita Pajak; dan
d.  dapal dipercaya,
Dalam melaksanakan peny.aan, Jurusita Pgjak wa)ib:
o mempérihalkan kariu tanda pengenal Jurusiia Pajak dan surat perintah
melaksanakan penyltaan;
b. memberitahukan maksud dan tujlian penyitaan Kepada penanggung pajak:
& membual berita acara pelaksanaan sita yang citandatangani oleh Jurusita
Pajak, pcnanggung pajuc dan suksi.
Calam  hal pEnIanggung pajak hadir namun menolak menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan -Sia sebagaimana dimaksud pada ayal [2) huraf ¢ Jurusita
Pajak harus mencantumkan penolakan Leiscbu, dalam berila acara pelaksanaan
sita yang ditandarangan; vleh Jurusila Pajak dan saksi.
Beriia acara pelaksanaan sita yang udak dilandotangani oleh penangpung pajak
sebagaimana dimaksud pade ayar {3y, letap sah dan mempuriydl  kekuatan
mengikal.
Dalam hal peﬁanggung pajak ldek nadir, penyitzan tetap dapal dilaksanakan
ika salah seorang saksi yang berasal dar Pemerintah  Daerah setempat
selurang-kurangnya setingkat Lurah danjatau Kepala Pemerints h Negeri sebagai
saksi legalisator.
Barang vang telah disita dititipkan kepada penanggung sajuk, kecuali jika
menuryt. pertimbangan Jurusita Pajalk barang sitaan tersebut perlu disimpan o
Badan Pendapatan Dacrah atau tempat lain seperti bank, kanter pegadaian dan
lamnya,
Jika hasil lelang barang yang disita tidak cukup melunasi Utarg Pagk dan biaya
Peragihan Pajak, Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyilaan wambahan lebih

dari 1 (satu) kali sampai dipercleh jumlah yang cukup.
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Pasgal 24

Perytaan terhadap kekayaan pehanggung paphk yang disimpan & bank berupa
deposio, tabungan, salde rekening Koran, giro atau benruk  lainnya  yang
dipersarmakan dapat dilaksanakan dengan pemblokiran,

Pembloiran kekayaan penanggung pajek sebagaimana dimaksud pada ayar (1),
dilakukan oleh Kepala Bacan Perdapaan Daemb dengan menerbitkan  surat
permintaan pemblokiran kekavaar penang gung pajgk yang teisimpan pada Bank
yang bersangkutan dengan dilampii salinan Surat Paksa dan surat perintah
melaksanakan penyitaan, ' '

Jurusita  Pajak  segera  melaksanakan penyitaan  setelah  mengetahui  salde
kekayaan penangé-ung pajak yang tersimpan pada bank dengan membuat berita
acara pelaksangan sita yang ditanda tangeni oleh Jurusita Pajak, saksi, dan

pimpinan/ pejabat Bank yang bersangkulan.

Paaal 25

Selelah  dilaksunakan  penyitaan, Kepala Badan  Pendapatan  Daerah
rachyampai<an:

& gural pemberifalivan penyitaan b'arang Wdak bergerak atos mama Wajib
Pa)ak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Kanlor Peortanahan/Ketua
Pengadilan NegerifAdminiswrator Pelabunhan /Pemerinteh Daergh setern pa;

b, surat pemberitahuan DEry A surat berharga berupa
depoeite/ saham/gire/obligasi dan s¢jenighya  Kepada  Direksi/Biro

Administrasi  dan  penyvlesaian wansalksi/bank  kustedian  yang
bersangkutan; atau

C. sural pernbericabuan penyitaan piutdng kepada pihak yang berkewajiban
membayar utang, datarn nal dilaksanakan penyiagn terhadap pintang,

Poryitaan dapéet dicabut, dalam hal;

a.  Waj)ib Pgjak atau penanggung pajk tclah melunes) Utang Pajak dan biaya
penagihan pajak; .

L. berdasarkan putusan pengadian umum, tﬁrha'dap gugalan pihak ketiga
terhadap kepemilikan barang yang disile; a@u

<. herdasarkan putusan pengadilan pajok, atas gugatan penanggung pajak

terhadap pelaksanazn sita,

Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan suml pmeabuian sin vangsckaligas
Lerfungsi sebagal peneabutan berita acara pelaksanaan sila.

Benuk surat:

£

a.  pemberitahuan penyitaan baranpg ldak Dergerak sebagaimana dimaksud

pada ayat {1] hunif a
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b pemberitahuan penyitaan sural berhama sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf b,

c. pemberitahuan penyitaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (I}
hurufe; dan -

d. pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayal, (3,

Pasal 26
Kepala Badan Peadapatan Daerah bemvenang menjual secara lelang terhadap
barang yang disitz melalul kantor 1¢iang, kecual Darang yvang disita berupa:
. UANE L&l
L. doposito;
<. Labungan,
d. saham grd;
e dbligasl; dan
[ surat ¥erharga lainnya yang sejeais.
Sstiap penjualan barang sitaan secara lelang  harvs  didahului  dengan
pengunumarn lelung yang dilaksanakan paling cepat 14 fempat belas) hari setelah
penyitaan dan lelang dilaksanakan paling cepat 14 (empat belag) hari setelah
pengumuman lelang,
Kepala Dadan Pendapatan Dagrah mengajakan suret permintaan jadwal wakty
dan tempat lelang Kepada Kepale Kantor Lelang setempat untuk melaksanakan
penjualan barang sitaan secara lslang.
Sebelum tindekan penagihan dengan menjual baramg sitaen d muka umum
melalui Kantor  Lelang, Kepala Euda:n Pendapatan Dasrah memberikan
kesempatan terakhir kepada wafib Pajak atau penanggung pajak untuk melunasi
utang pajak melaly surat pembentahuan kesempatan terakhir,

Pasal 27
Mekanisme Cara Pemberian 1nlormast PBE

Alas dasar kebutuhan informast Waph Pajek mdlale” fungst polayanan dapat
meminta informasi kewarban perpajakan,
Kewsajiban perpajakannya meiputi print lunas runggzkan, dan Surat Keterangan
atas NJOP Bumi dan Bangunan.

BAS v

FASILITASI

Pasal 23
Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan Fasibtasi Pelaksanaan Peraturan

Bupati ni.




Fosiliios seboagoiumana dinaksud pada ayal ) mencakup mengksordinasikan,

roh
1]
memempurnakan lam puan-lam piran S L) Ketentuan peraturan
powndan g-undangan, molak sangkan somiglsasi, supcrisi dan Din bingan Weknis

serta memberikan assistensi untuk kelancars pencrapan Peratuan Bupaul ini.

BAR ¥
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati inl muial berlaku pada tanggal divndangkan,
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LAMPIRAN [: PERATURAN BUPATI MALUKL TENGAH
NCMOR

TANGGAL 2018

TENTANG  : MEKANISME PENAGIHAM PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDEZaAN DaN PERKOTAAN

P AMEARAN UMUM

Mekanisme ini dijalankan ketilka wa)ib pajak terlambat membayar PBB-P2

darfalau membayar dalam jumlah yang Kudag, dengan menerbitkan surat

tapihan pajak daerah (STPLD), [ungsi penagibhan capat memproses hal i dengan

dokumen berupa surat tagihan Pajak Dacrah, Surat Tegurssm danfatzu Surat

Tagihan Paksa,

IPIHAK TERKALT

1.

()

Fungsi Penagihan

Puangsi F:nagfhan adalah pihak yang menerbikan dan roeogicim Surat
Tagihan Pajek ke Wanb Pajak serta mencrbitkan Surat Teguran hingga Surat
[raksa jika Wajib Pamak tidak melunasd PEE.PInya

walib Pajak

Wajib Pagrk akan menerima Surat Tagihan pajgk lerhulangnya dan
menindaklanjﬁr_i surat tersebut, baik membayar PBB-P2nya maupun Lidak.
Fungsi Pergolahan Data

Fungsi Pengolahan Data adalah Pihak yang menyeédiakan dafiar Lunggakun
PEB-P2 ke fungsi penagihan schbagai dasar penerbitan Surat Tagihan pajak.

DOKUMEN YANG DIHASILKAN.

(SR

o =~ B

Nota Perhitungan S3TPD PBB-PZ;

STPDOPRB.P2:

Dafiar Penjagaan Penerbitan STPD;

Surat Teguran, Surat Porot ganan atad Surat Vi ILNE SC)C0s;
Surat Paksa;

Surat Perintah Mclaksanakan Perrjitacn;

Sural Perintah Penyanderaan;

Surat Poncabutan Sita;

Surat Penentuan Harga Limat;

10, Pembatalan Lelang;

11, Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak.
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D, LANGKAH -LANGKAH TEKNS
Lan gkah 1
kKepala 3ub Bidang Pendataan dan  Pendaftaran. memerintahkan kepada
pelakzanarya untulk menviapkan data oegative List yang bersomber dari data
pembayaran/tunggakan baik dari basis data ataupun date manual dan
discrahkan kepada Kepala Bidang Penaghan dan - Keberatan, serta Bidang
Pemblikuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan, sckalipus menyiapkan nota
pengantar kepada Kepala Bidang Penagihan den Keberatan seria serta Bidang
Pembulkuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan; |
Pelaksana pada Sub Bidang Pendataan, dan Pendallaran menyiapkan negative
list dan konscp rota pengantar kepada Hepala Bidang  Penagihan dan
Keberatan serta serta Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendataan;
Langkah 3
Kepala Bidang. Pendatasn, Pendaltaran den Penetapan meneliti  dan
inenandalangani dan meneruskan kepada Kepala Bldang  Penagiban dan
Keberalan;
kingkah 4
Kepala DBidang Penagihen melatul Kepala Sub Bidang Penagihan menelit dan
menandatangani obhjek pajak vang akan diter bitkan STPD beseria negative jist
langkah 5
liepala Sub Bidang Penagihan menyeralbkan Notis untuk masing-niasing objek
PBE yung dipilih;
Langkah, 6
Sub Bidang Penaghan, menyiapkan daftar penjagaoan Penerbitan STPD PBE;
langkah?
Kepala Sub Bidang Penagiharn menyerahkan MNotis dan daftar penjagaan STPD
liepada Mcepala Bidang Penagihan dan Meberatan.

lKepala Scksi Penapihan mencliti dan enemaral notis dan konscp  daftar
penjagaan dan meneruskan kepada Kepala UPTE Pendapatan di Kecamatan.

Koordinator Badan Pendapatan Dacrah Kecamatan  menchiti dan moenyetajui
dengan membutuhkan nolis dar konsep ponjagaan 3TPD PEE P2 Dalam Lal
daftar tagihan sudah terekam ke dalam g:tem dan perekaman STTS notis dan
daltar perjagaan  dilcruslzan kepada  Repala Sub Bidung  Pendataan, dan

Pencaltaran.
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Dalamn hal data tagihan belum terelkam kedatam sistem masih dicatat secara
manual diteruskan kepada petugas pelayanan,

Lapgkah 11

Kepata Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mencetak konsep STPD PBB P2
aalam rangkap 4 {emnpat] dan menyerahkan kepada penigs 5 pelavanan,
Langlah_12

Kepala 3ub Bidang Pendaftaran dan Pendaasn memaral dan meneruskan
kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

=&dggah 13

Kepala Bub BidangPendaflaran dan Penditaan meneliti dan menandalangani
konsep STPD dan mengembalikan lembar 1 dun lembar 3 kepada Kepala Sub
Bidang Pendaftaran dan Pendalazan, dan lembar 4 diberikan kepada petugas
pelayanan.

fngkah 14

Scpalh Sub Bidang Penagihan menyampaikan STTD PBE F2 lembar 1 kenada
Wajib Pajak dan menara usahakan lembar STP ke-2.

kapglkahls

Kepala Sub Bidang Penagihan meneruskan STP PBE P kepacla Wajib Paiak
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BAGAN ALUR DAN BENTUK FORMULIR

BAGAN ALUR PENAGIFIAN
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Penapihan [2)
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LAMPIRAN 1l : PERATURAN BUPAT] MaLUKU TENGAH
NOMOR
TANGGAL

TENTANG ;MEI{ANISME PENAGIEAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
; BANGUNAN PERDZSAAN DAM PERKOTAAN

BENTUK SURAT PERINTAM PENAGIMAN SEKEFKA DAN SEKALIGUS

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

A Bupng no AT Foa f o Wielpd Foe. 0514 - 21120
Kode Pos 975 1M oszohji

SURAT PERINTAL PEMAGIHAN SENZTI A DAM SEWA]LIGLS

Momor @ e

Berdasarkan ketantuan dalam Pasal .. Undang Unda ng Nemer © Tahun 1983 tentang
Keantugn Umum dan Tate Cara Perpajakan, sebpghimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang.Undang Nomor 1& Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor & Tahun 2008 tentang Poubahan Ksompat
Alug Undmg-UndeJ Nomor € Tahun 1583 tentang Xeténtuan Umum dan Tata Cara
Pepajakan menjadi Undang.Undang, dan Pasal 12 Undang-Undang Nemer 19 Tahun
907 entang Penegihan Pgjok Dengan Surat Poalisa. sebogaimenc twlah diu beh dengon
Undang-Undang Nomer 19 <fahun 2000 tentang Ferubahan Atas Undang-Undang Nomer
19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajk Dengan Surat Fakss, dengan ini diperintahbkan
kepada. :

Nama Wajib Pajak/Penangmung Pajak
NEWP/ NPWPD -

Alamut L T e

Untuk melunas sekaligus urang pejak sejumilabl Re .o o
Dengan rinclan sebags: berikut

NOF dan Tgl STFD |

Jenis Tahun PBB/ 8K Ta“ﬁisjmh Jumish
Pajak | Pajak Pembetulan/SK d R b Tunggakan
O cheratan vusan | ) Bl (Rp)

LFE.Tl"i‘!i'n:l'E L T‘ |

i
| | | L .
| JUMIATTOTA] § RID. 0 iiivuiiis oo iees oo cias ierieieos arieiee

Kepala Badan Pendapatan Cracrah
ol praten bioduakow Tcnga_'lt,

Mama Jelas
Pangkat
NIF.




LAMPIRAN [T : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
TANGGAL

TENTANG . MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERK OTAMN

EENTUK SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

N Bugno Mo, 03Tel/Fox Ao T e (g Fox. 0514-21130
Node Pos BF5I11Masohi

SURAT PAKSA
DEMI KEADNLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADANM PENDAPATAN DAEEAH
Menimbang bahwa:
Muna Wb Pojak/Penangz un g Pojak

MPWR/NPWED
Aleamat

Menranggal pajak sebagaimana tercantum o bavah i

. NOP & Tanggal STPD PBB. | ... .. Jum lah
Jemis Paiak Tahun P2/SK Pembatulan/ Si& J‘E:h Tunggakan
o 4] Pajak ‘Kabaratan/Putusan Banding Tempo FBB-PZ
*) it {Rp.)
Jumlah Total: 2y,
Ttrbulnﬁ: {ll dddepdildgpedd 4141 dkbnsbkasinar [ITERN] Ilililllllllllllliiiil :uu‘u!u=.!:u:::;:;::::::::lm

Dengaa nd:
=]

L, Memeritahkar, Wajb Pajak/Penanggung pajk urtmuk membayar jumlah Tunggakan
oaple tersebut ke Bank Tempat Pembovargn Paad Bumi darn Bansgunot yohg elab
dilunjulk Bupati, ditambah dengan biaya penagihan dalarm  wakiu 2 {dua) kali
duapninh empat jam sesudah pemberitabuan Surat Paksa irH.

2, Memerintahlkan Jurasita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa im atan .Jurumm kin
yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanazn Surat Paksa dengan melalnikan
penyitaan atas barang-barang mikk Wajb Pajak/Penangpung pajek spabila dalam
wakte 2 (dus) kali duapuluh empat am Surat Paksa im ddak dipenuhi.

Maschi, . -.."

kepaa Badan Pendapatan [aerah
Kabupaten Mahilon Tengah,

Nama Jelas
Pangleat
M2,
JCoret jang tidak pertu
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGCAH

NOTVOR

TANGGAL :

TENTANG 1 MEKANIEME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAALN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN AKAN
MELAKSAMNAKAN SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

A Buorn Np. 0ITel/Taw MNo.& Telp/ Fou 0364-21120
Kode Fos 87511 Mosahi

Nommor plisohl, o
Sifal 0 Penting Kepada :
Lamp. @ -~ Yih. Bupati Maluku Tengah
Parihal . Pembamtabuan akan dim

melaksanakan Surar Paksa Masoh

Dengan ini kami berltahukan bahwa kami akan melakukan tindeken penagihan
berv pa pelaksanaan Surat Paksa terhadep Wajib Pgjak/Penaggung Pajak (WP/PF:
MNamatVaibPajak
I"cnanggungPajak L e
NPT

Alamat/TempatTinggal :

........................................................................

Otch lkarcna yang bersangkutan sampai saal 1 belam melunasi utang pajaknya.
Doemikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah,

Pangkar.
NIP.



LAMPIRAN V . FERATURAN BUPATI MALUKU TENGCAH

NOMOR

" TANGCAL ;
TENTANG i MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BAMGUNAN PERDLESALN DaN PERKOTAAN

BENTUI{ SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKL TENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH
I Buano NoQ3 TelfFam mo.9 Felpffax, GFl4 -21120
Kode Pos 97511 Mosohi

SURAT TEGJRAN

MOMIOF e e e,

Monurun tota usaha kemd hingga saal ind Saudarp masih mempunysi tunggakan pajalk sebagal
Lrerikut
| : i ROTTGL GTPD 7 l
| JEN S | | SKPKR { SKPKBT | | TANGGAL JATUH TJ#&ETQN
b bk TAHUN PAJAK | SK PEMBETULAN/ | TEMPO aGAd

SK KEBERATAN PEMBAYARAN "

FUTUSAN BANDING. | . P- .

J
Juml abhRp

o)

Unluk mencegah tindakan penagihan pajalk dengan Surat Paksa berdasarkan Undang.
Undang Nomeor 19 Tahun 2000, mala diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah
lungyukan pajak: dalam swaktu 21 (dus pulub saru) nar ssjak diterbitkannys Suret Tegurun

Ir.
Masahi, ...

lizpale Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Malaku Tongah,

ettty £

BLPAT MALUKL TENGAH

TUASIEAL ABUA




